
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA 

 
NOMOR             

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG 

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan hasil fasilitasi Kementerian Dalam 

Negeri terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 
tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas yang 
menyatakan bahwa materi pemberian bahan bakar minyak 
kendaraan dinas cukup ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,  
maka Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas perlu dicabut; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 350); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN 
BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian 
Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas (Berita Daerah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72028) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

(1) Pemberian bahan bakar minyak kendaraan dinas selanjutnya 
akan ditetapkan dengan keputusan gubernur. 

(2) Sebelum keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan, proses pemberian bahan bakar minyak 
kendaraan dinas tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan 
Bakar Minyak Kendaraan Dinas. 

 
Pasal 3 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal         

 
GUBERNUR DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
 

PRAMONO ANUNG 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 
 
 
 

UUS KUSWANTO 
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BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TAHUN               NOMOR 


